
1. Undang-Undang Nomor '3 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupalen datam linykungan Propinsi JilWa 
Tengah. 

2. Undany·Undany Nomor 1 Tahun 21JO.' tenlang 
Perbondaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republlk lndoneSia Tahun 200<1 Nomor 

e behwe dalem rengke men1ng~at-u1n mutu dan 
iangkauan pelayanan Rumah Sakrt umum di 
Kabupalen Banyumas khuS1.snya di \Yllayah 
A,,barang dan sekiarnya maka pe,lu d1bentuk 
RumallSaklUmumOacrehAjbarsng; 

b bahwa sehubungen dengan hal tersebut di 
atas, perlu dltetapkan Peraturan Daerah 
Kabupalen Banyurras tentang Pembemukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Ke~a Rumah 
Sekit Umum Daereh Ajibarang Katxipaten 
Banyumas. 
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Datam Peraturan Daerah tnlyang dlmaksud dengan 
1. Daerah adalah Daereh Kabupaten Banyumas 
2 Pemerintah Oaerah aelalAh Pemerlntahan Kabupalen 

Benyumas. 
3 Bupad adatah 8upati Banyumas. 
4 Dewan Porwakilan Rakyat Oaerah ada ah Dewan Perwakilan 

Rakyat Oaerah Kabupaten Benyumas yang selanjutnya disebu1 
DPRO 

5. Sekretans Oaerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten 
Banyumas. 

6. Dlnas Kesehatan adalah D1nas Kesehatan Kabupate~ 
Banyumas. 

7. Rumah Saklt Umum Daerah AJlbarang adalah Rurnah Saklt 
Umum Daerah AJibarang ynag selanjutny; disebut RSUD 
Ajibarang. 

Pasal1 

BABI 
KETENTUAN UWJM 

Menetapken :PERATURAN DAERAH TENTANG 
PEMBENTUKAN. SUS UN AN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 

5, Tambahan Lambaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4355): 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20<M 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Nega,a Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara RepubllK lndOnesia Nomor 
4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
ten1ang Pemenntahan Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana Lelah 
diubah dengan Undang-unctang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 lentang Perubahan Ala$ 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjad1 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 108. Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4548); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerlntah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor4438): 

6. Pereturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
tentana Pedoman Organleesl Perangket 
oaerah (Lemharan NegaraTahun 2003Nomor 
125); 

7. Keputusan Presiclen Nomor -40 Tehun 2001 
tentang Pedoman Kelembagaan dan 
Pangalolaan Rumah Sakil Daerah: 

2 
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(1) Susunan Organisasi RSUDAj barangten11ri dari: 
a Direldur 
b. Sub Begian Tata Usaha; 
c. Seksi Pelayanan; 

Pasat6 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Untuk melaksanakan h,gas pokok sebagaimana d,maksud pada 
Pasal 4, RSUDAJioarang mempunyaifungsi 
a. pelayanan med1s; 
b. pefayananpenunjang medlsdan non med ls: 
c, pelayanan den esuhan keperawatan, 
d. pefayanan ruJukan 
e. pendidikan dan pelalihan. 
f. penelftiandanpengembangan. 
g. pe!ayanan admlnlsrrasl umum dan keuangan 

Pasal 5 

RSUDAj1barang rr,empunyai tugaspokok: 
a melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan 

berhasllguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, 
pemulihan yang d leikukan secare serasi, terpadu dengan upaya 
peningkaian dan pecegahanserta melakukan upaya rujukan; 

b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesual standar 
petayanan Rumah Sakit. 

Pasa14 
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RSUDA]ibareng adalah unsurpeleksena tuges tertentu Pemerintah 
Daerah diplmpln oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab 
kepada Bupatl melatul Sekretaris Daerah 

?asal3 

1 
I 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dengan Pera!uran Daerah inidl bentuk RSUDAJ1barang. 

F'asal2 

BABU 
PEMBENTUKAN 

' 

8. Kepata Rumah Saki! Umum Daerah Ajibarang adalah Kepala 
Rumah Saklt Umum Daorah Ajibarang Kabupaten Banyumas 
yang selan1utnya disebut Direktur. 

9. Jabalan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya ddasarkan pada keahlian dan alllu ketrampilan 
tertentu serta bersifal mandiri. 

1 O Komae Klinik adalah perwakilan darl kelompol< [abatan 
tungsional di b1dan9 meets, penunJang medisdan keperawatan. 

11. lnstalasi adalah kesatuan lasilitas penyelenggaraan pelayanan 
balk medis, penun];;ing medisdan non med1s. 

12. Dewan Penasehal adalah kelornpok penasehat yang 
leeanggotaannya terdiri darl unsur-unsur ahli dan dt bcdang 
perumahsakitan, hukum, ekonoml dan sosial serta perwekilen 
tokoh masyarakal dari unsur DPRD. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerlntahkan 
pengundangan Pe<aturan Daerah ini dengan penempatamya 
dalam Lembaran Daerah Kebupaten 8'lnyumas. 

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Pasal 12 (1) Seliap pimplnon sotuon organlsasi pada RSUDAjibarang wa11b 
mengkoordinas1kan bawahannya dengan mernberlkan 
pedoman, bimbingan, pemblnaan, dan pengowosan bogi 
pelaksanaan tugesnyo. 

(2) Sctiap pimoinan satuan organisasl pads RSUO AJ1barang waj1b 
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
bertanggungjawab kepada ataaan masing-mosing serta 
monyompoikon laporan ssca ra berkala 

BAB VII 
KETENTUAN PENUl1JP Pasal 8 

Keanggotaan Dewan Penasehat d1tetapkan dengan Keputusan 
8upati. 

Paaal11 Deism mclaksanakan lugasnya, Oirektur, Kepala Sub Bag1:in, 
Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungslonal. Komite Klinik 
dan Kepala lrstalasi wajib menerapkan prinsip koordinesi, intcgrasl, 
sinkronisasl den simplifikasl secara vertlkal dan horisontal baik 
dalam lingkungan ke~:i mas1ng-masmg maupun dengan unil kerja 
lalnnyasesual dengan tugas pokoknya. 

BABVI 
KETENTUAN LAIN-l.AIN Pasal7 

Uraian tugas pokok dan fungsi pada RSUD AJibarang dltetapkan 
dengan Peraturan Bupati. BABV 

TATA KERJA 

Pasal 10 

(1) Dalam pelal<~naan teknis kesehatan, RSUO AJ1barang 
mempunya1 llubungan l<Oord.natif. kooperatlf dan fungsional 
dengan Dinas Kesehatan. 

(2) Oalam pelaksanaan pelayanan keseha:an RSUD Ajibararg 
mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit 
lainnya. 

Pasal9 d. Seksi Keperawatan: 
e. Kelompok Jabatan Fungsional: 
f. Komite Kflnlk: 
g. lnstalasi; 
h. Dewan Penasehat: 

(2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Ajibarang sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran sebaga1 baglan yang tak terpisahkan 
dart Pera tu ran Dae rah ini. 

(3) Jumlah dan jenis lnstalasi disesuaikan dengen kolas, 
kemempuan RSUD Ajlbarang dan ksbutuhan masyarakat serta 
ditetapkan kemudiandengan Peraturan Bupatl. 
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11. PENJEUSAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 std 12 Cukup Jelas 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI D 

SINGGIH WIRANTO. SH. 
NIP. 600 086 384 

I. PENJEUSAN UMUM 
Bahwa dalam memenuhi kebuluhan masyarakal alum 

pelayanan rumah sakit di Kabupaten Banyl.l'l\as khususnya 
wilayah Ajibarang dan sekitarnya, Pemerintah K.;bupaten 
Banyumas memandang pertu untuk membentuk Rumah Sai<i! 
Umum Deerah di Ajibarang. Mendasarkan pada hasi penilalan 
fasaitas dan kemampuan Rumah S:ikit Umum Daerah 
Ajbarang telah d1tetapkan Keputusan lllenteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor I 339/MENKESISKIIX/2005 
tontang Rumah Sakit Umum Oaerah Ajbarang Kabupaten 
Banyumas Provinsi Ja.Na Teng;h yang menetapkan ktasiflkasl 
Rumah Saklt Umum Oaerah AJibarang Kabupaten Banyumas 
adalah Rumah Sa!dt Umum Kelas 0. 

Mendasarilan pada Undang·undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Oaemh menyatak.in bahwa 
pembenlukan organisasi perangkat daerah melalui Peraturan 
Oaerah Sehubungan dengan hat terseout maka pertu 
menetapken Peraturan Oaerah tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tat; Ke1a Rum;h Sakit Uml.l'l\ 
oaerah Ajfharang Kabupaten Banvumas 

lld. 

D1unc1angkandi Purwolcerto 
Pada tanggal 20 Aprll 2006 

Sekretaris Daerah Kabupaten BanyL111as 

ARIS SETIONO 

TENTANG 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.IA 

RU MAH SAKJT UMUM DAERAH AJIBARANG 
KABUPATEN BANYUMAS 

ltd. 

BUPATI BANYUMAS 

PENJEUSAN 
ATAS 

PERATURAN CAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 1 TAHUN 200. 

Ditet.ipkan di Puiwokerto 
Pada tanggal 20April 2006 



AR111 SEflONO 

BUl'Arl BANYUMAli 

DEWAN 
PENASEHAT ---------- DIREKTUR 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIOijAl. 

• • 

SU8BAGIAN 
TATII. US.-.H/\ 

I 
SEKSI SEIISI 

PE1AVA.'IAN KEFERA'NATAN 

. I INSTALASI 

l,ampiran Penl!Jtan Off.111\ l<lllupmn Banyumo, 
Nomor 1 Tahun 2005 
Tanggal 20 Apel :woe BAGAN SUSUNAN OFIGANISASI 

RUWJi SAKIT UMUM OAERAH ,'..IIBARANG 
KI\BUPArEN BANYUMAS 

I 


